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ABSTRAK

Perumahan dan permukiman saat ini semakin padat sehingga penyelenggaraan
rumah susun menjadi solusi melalui pemanfaatan daya guna tanah yang efektif
yang peraturannya diatur oleh pemerintah. Ketentuan pelaksana terkait rumah
susun pertama kali Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah
Susun dan pertama kali di perbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Selang waktu perubahan
yang mencapai 33 tahun tersebut membuat penulis tertarik untuk membahasn
lebih lanjut mengenai perbandingan diantara keduanya. Rumusan masalah dalam
penelitian ini ada dua yaitu Bagaimana persamaan antara Peraturan Pemerintah
Nomor 4 tahun 1988 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 tentang
penyelenggaraan rumah susun di indonesia. Bagaimana perbedaan antara
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun di indonesia. Tipe Penelitian
yang dipilih menggunakan hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif
analisis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian
dianalisis secara kualitatif dengan cara penarikan kesimpulan menggunakan pola
pikir deduktif. Kesimpulan pada penulisan ini yaitu 1) persamaan hanya dalam hal
Pembangunan, Penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan Pengelolaan.
Persamaan pengaturan terkait tujuan dalam menjalankan tugas dan fungsi
pemerintah dalam wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat dan
pemerintah daerah; 2) perbedaan dalam kedua peraturan tersebut lebih dominan,
mulai dari perbedaan jenis dan pemanfaatan ruamh susun hingga pada penerapan
sanksi yang sebelumnya memuat kurungan dan denda sedangkan dalam
peratruan baru lebih menekankan terkait sanksi administratif.

Kata Kunci: Perbandingan, Peraturan pemerintah, Rumah susun

84
https://publikasi.kocenin.com


mailto:elsi.ks@trisakti.ac.id
mailto:Muhammadariqqq@gmail.com

METRIK SERIAL HUMANIORA DAN SAINS
(E): ISSN: 2774-2377. Volume: 2. Nomor: 2 Tahun 2021

L PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.
Tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak dan

kepribadian bangsa serta sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia
seutuhnya, Tetapi Ketersedian Lahan untuk tempat tinggal semakin terbatas,
Pembangunan rumah susun adalah suatu cara yang sangat bagus untuk memecahkan
masalah kebutuhan dari pemukiman dan perumahan pada lokasi yang padat. Sebagai
upaya untuk mendukung pembangunan rumah susun tersebut maka diterbitkan
Permen Dagri 14/1975, Permen Dagri 14/1977, Permen Dagri 10/1983. Rumah susun
pertama kali dibangun pada tahun 1982, sehingga untuk mengatur lebih lanjut terkait
standar penyelenggaraan rumah susun maka Pemerintah Mengeluarkan peraturan
terkait rumah susun pertama kali dalam bentuk UU No.16/1985 dengan peraturan
pelaksannya PP No. 4/1988.

Terdapat penghapusan UU rumah susun lama menjadi UU No.20/2011, dan saat
ini beberapa ketentuannya juga diubah dalam UU Cipta Kerja dengan peraturan
pelaksananya PP No.13/2021. Melihat pada perubahan dari PP No.4/1988 dengan PP
No.13/2021 yang baru dirubah setelah tiga puluh tiga tahun membuat dianatar kedua
ketentuan tersebut memiliki persamaan maupun perbedaan.

Adapun perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan
standart dan kualitas penyelenggaraan rumah susun yang diawasi dibawah
kewenangan pemerintah. Hal tersebut membuat penulis merasa perlu untuk menelaah
lebih lanjut terkait dengan Perbandingan antara kedua peraturan tersebut dengan
melihat persamaan dan perbedaannya.

1.2  Tujuan Penelitian,
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis

melakukan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan

1. Persamaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun di
Indonesia.

2. Perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun di
indonesia.
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II. STUDI PUSTAKA
Adapun dalam makalah ini menggunakan beberapa studi Pustaka, sebagai

berikut:

a. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu
lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara
fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-
satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah,
terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda
bersama, dan tanah bersama.

b. Penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan,
penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan,
pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran
masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan
bertanggung jawab.

C. Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun yang selanjutnya disebut PPPSRS
adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun.

IMl. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe Penelitian yang dipilih menggunakan hukum normatif dengan sifat
penelitian deskriptif analisis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil
penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara penarikan kesimpulan menggunakan
pola pikir deduktif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pengaturan dalam rumah susun mengalami perubahan setelah 33
tahun yaitu pada peraturan pelaksana undang-undang. Terhadap perubahan tersebut
menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan. Adapun beberapa perbedaan
tersebut dapat dilihat antara PP No. 13/2021 dengan PP No.4 /1988. Perbedaan yang
pertama dapat dilihat dari Pemanfaatan rumah susun yang pada kententuan
sebelumnya ditujukan hanya pada masyarakat berpenghasilan rendah sedangkan saat
ini pembagian jenis rumah susun meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus,
rumah susun negara, dan rumah susun komersil. Pada persyaratan penyelenggaraan
rumah susun pada ketentuan yang baru terdapat penemabahan ketentuan yaitu syarat
ekologis dimana sebelmnya hanya diwajibkan administratif dan teknis saja. Dalam
persyaratan administratif, yang dulunya menggunakan Izin mendirikan bangunan
(IMB) saat ini berubah menjadi Persetujuan bangunan Gedung (PBG).

Adapun pemambahan status alas hak dalam pembangunan rumah susun saat ini

diatur pendayagunaan tanah wakaf yang sebelumnya pada peraturan yang lama
Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dengan hak pengelolaan. Pendayagunaan tanah
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wakaf dapat dilakukan sesuai dengan penetapan peruntukan yang dilakukan oleh
Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendapat persetujuan
dari Badan Wakaf Indonesia. Kepemilikan atas suatu rumah susun dikenal denga istilah
sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMSRS). Adapun bukti kepemilikan tersebut
hingga saat ini tetap berlaku namun pada ketentuan baru menambahkan jenis
kepemilikan yaitu sertifikat kepemilikan bagunan Gedung (SKBG) yang digunakan
pada pembangunan rumah susun yang status tanahnya menggunakan tanah wakaf.
Jangka waktu berlakunya SKBG Sarusun yang berdiri di atas barang milik
negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf tidak melebihi jangka waktu sewa atas
tanah. Adapun SKBG Sarusun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terdiri

atas

a. Salinan buku bangunan gedung;

b. Salinan surat perjanjian sewa atas tanah;

C. gambar denah lantai pada tingkat Rumah Susun yang bersangkutan yang
menunjukkan Sarusun yang dimiliki;

d. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas Bagian Bersama dan Benda

Bersama yang bersangkutan

Pada suatu rumah susun dikenal dengan Perhimpunan pemilik dan penghuni
sarusun (PPPSRS) yang pada ketentuan sebelumnya disebut dengan istilah
perhimpunan penghuni. Meskipun masih mengatur fungsi yang sama namun pemilih
hak suara dalam pemilihan PPPSRS diatur berbeda dimana saat ini terdapat
penambahan pengaturan terkait hak suara pengelolaan yang sebelumnya hanya diatur
hak suara kepentingan penghuni dan hak suara kepemilikan. Pada peraturan
pelaksana sebelumnya diatur terkait pengenaan sanksi pidana kurungan dan sanksi
denda atas pelanggaran ketentuan rumah susun, sedangkan dalam peraturan
pelaksana baru lebih menekankan pada sanksi denda dan administratif.

V. KESIMPULAN

Perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 dalam penyelenggaraan rumah susun di indonesia.
Adanya perbedaan pengaturan dimana pada ketentuan sebelumnya PP No.4/1988
hanya memuat 81 pasal sedangkan dalam ketentuan baru PP No.13/2021 memuat
149 pasal. Hal tersebut membuat PP No.13/2021 dikatan mengatur terkait hal-hal yang
jauh lebih lengkap dari pada peraturan pemerintah sebelumnya. Perbedaan terkait
jenis dan pemanfaatan rumah susun, seperti rumah susun umum, rumah susun khusus,
rumah susun negara, dan rumah susun komersial yang sebelumnya tidak diatur.
Perbedaan dalam luas minimum rumah susun umum dalam total luas lantai rumah
susun komersial diatas tanah Bersama. Adapun pengaturan rencana tapak pada
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ketentuan yang sebelumnya saat ini sudah tidak diatur Kembali, dimana saat ini pada
ketentuan baru mengatur terkait izin rencana fungsi sebagai salah satu syarat dalam
ngeajukan PBG. Perbedaan dalam hal pemenuhan persyaratan administratif yang
sebelumnya menggunakan IMB saat ini menggunakan PBG. Adapun penambahan
persyaratan dalam menetukan standart pembangunan rumah susun yaitu persyaratan
ekologis. Terdapat penambahan ketentuan dalam hal daya guna tanah wakaf atas
pembangunan rumah susun yang sebelumnya tidak diatur, namun saat ini rumah
susun diatas tanah wakaf telah diatur dengan hak SKBG. Adanya penambahan
ketentuan dalam hal kewajiban untuk memisahakan rumah susun, atas sarusun,
bagiann Bersama apabila didirikan diatas tanah wakaf denagn cara sewa. Penambahan
ketentuan terkait status kepemilikan sarusun diatas tanah wakaf yang saat ini disebut
dengan SKBG, sedangkan sebelumnya hanya mengenal terkait SHMSRS. Penambahan
ketentuan terkait kemudahan masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya
hanya mengatur terkait kepemilikan saja namun saat ini juga diatur kemudahan dalah
hal menyewa rumah susun. Perbedaan dalam hal pengelola melanggar kewajiban
masa transisi yang sebelumnya dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda
sekarang hanya dapat dikenakan sanksi administratif saja. Perbedaan ketentuan dalam
badan hukum sebagai pengelola rumah susun yang sebelumnya disyaratkan
professional, namun dalam ketentuan baru diatur lebih rinci terkait perizinan usaha
atas badan hukum tersebut. Perbedaan istilah yang sebelumnya disebut perhimpunan
penghuni saat ini menjadi PPPSRS dan terkait hak suara pemilihan pengurus oleh
penghuni yang bukan pemelik menggunakan surat tertulis dari pemilik. penambahan
pengaturan dalam jenis shmsrs saat ini diatur adanya peningkatan kualitas rumah
susun yang menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan, sedangkan sebelumnya
memungkinkan terjadi  hapusnya kepemilikan. Perbedaan terkait tugas dan
wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya ditentukan
selaku Pembina, sedangkan dalam ketentuan baru disebut sebagai pengendalian
penyelenggaraan rumah susun. Perbedaan dalam pengenaan sanksi yang sebelumnya
memuat terkait sanksi pidana namun saat ini hanya lebih ditekankan sanksi denda dan
administratif.
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